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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI ROKAN HULU,

bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
pasal 150 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
maka Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana
pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun;

bahwa rencana pembangunan daerah, selanjutnya
disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM Daerah
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya,
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan yang berpedoman  pada  peraturan
perundang-undangan serta menjadi pedoman

penyusunan RAPBD;

bahwa untuk memberikan acuan tentang arah kebijakan
pembangunan daerah serta penyamaan persepsi terhadap
tahapan dan tatacara penyusunan, pengendalian dan
evaluasi RKPD, termasuk mekanisme perubahan RKPD
dan memenuhi maksud pada Huruf a, b, dan huruf c
diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Rokan Hulu tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No
21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2014.




Mengingat

: 1.

Undang-lTlndang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, -
Kabupatén Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, [Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 1?99 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Nomor 4880);

Undang—l;.lndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi ‘(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiT Nomor 4250);

Undang-lgndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun-
2003  tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik‘ Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan. Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik:

Indonesie{ Nomor 4421);

Undang—timdang. Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik | Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Republik | Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahqn Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4484);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 tenJcan'g‘ Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik |Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2007 teﬂtang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional ‘Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara R F publik Indonesia Nomor 4700);

Undang-l,‘mdang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2007 tentang. Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik | Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);




10.

11.

12,

14.

15.

16.

17.

Peraturaq Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20

Tahun ?004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385),

Peraturan Pemerintah Repubhk Indonesia Nomor 58

Tahun %005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembarap Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578)'

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79

Tahun f2005 tentang Pedoman  Pembinaan dan .
Pengawasan Penyelenggaraan = pemerintah Daerah
(Lembara:n Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi = Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesm Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 46 14);
13.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara iepubhk Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663); ~

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2007 tentang Laporan Penyelanggaraan
Pemermtah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Informasi Laporan
Penyelanggaraan Pemerintah daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
Antara P"emermtah Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik| Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan " Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2007 tentang Oraganisasi Perangkat Daerah
(Lembarap Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor -
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4’7‘4 1);

Peraturan Pemerintah Républik Indonesia . Nomor 6

Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);




18.

"19.

20.

292,

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
pengenda‘lian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 No@or 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Rauang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4725);
21.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2010 tenFang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebaga1mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang F"erubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendahan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republlk Indonesia

Tahun 2010 Nomor 517);

‘Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 1}31 14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati

Rokan Hﬁlu Provinsi Riau;

Peraturar‘l Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun

2005- 202‘5

Peraturar‘l Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2011- 2016;
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2011

© tentang ‘Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
- Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2016; '

28.

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 48 Tahun 2012
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu;




!
'29. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 tahun 2014
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Rokan HL‘llu Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 21
TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERI‘NTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2014 ' :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 21 tahun
2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2014 diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 diubah dan ditambah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penetapan Perubahr—.‘ln RKPD dimaksudkan sebagai pedoman bagi:

a.

b.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja

'SKPD Tahun 2014.

Satuan Kerja ‘ Perangkat Daerah apabﬂa berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan

adanya ketidaks:esuaian dengan perkembangan keadaan.
Pemerintah DaFrah dalam. menyusun Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun

2014. \

(2) Penetapan Perubahan RKPD mempunyai tujuan untuk mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

2. Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perubahan Recana Kerja Pemerintah Daerah 'Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI : PENDAHULUAN

Memuat/ ) enjelaskan maksud, tujuan, dan dasar
pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran
. tentang perubahan kerangka ekonomi daerah. '

BABII : EVALUASI HASIL . PELAKSANAAN RKPD SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II ' :
Menjelaskan dan memuat Kkompilasi hasil evaluasi
pelaksanaﬂan RKPD tahun 2013 sampai dengan Triwulan II
tahun 2014. '




i
BAB III : RENCANA(' PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Memuat ‘dan menjelaskan kegiatan lanjutan tahun
sebelumnj‘za, pergeseran kegiatan = antar  SKPD,
penghapu§an kegiatan, penambahan kegiatan
baru/ keg1?tan alternatif, penambahan atau pengurangan
target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan.lokasi

dan kelom}pok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak
mengalami perubahan.

BABIV: PENUTUPT
Telah duelaskan tahapan- tahapan sistematika penyajian

RKPD tahl‘m 2014 beserta lampiran.

(2) Sistematika sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tercantum didalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu. :

Ditetapkan di Pasirpengaraian
Pada Tanggal 23 Ramadhan 1435 H
a( Juli 2014

{

BUPATI ROKAN HULU,{»

H ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal23 Ramadhan 1435 H
a1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH %
?

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2014 NOMOR : 39




